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I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, 

Sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci jawaban, dalil-dalil, ataupun 

argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas (pada 

bagian eksepsi) dan substansi/materi dalam pokok Permohonan, 

perkenankanlah Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan kalimat­

kalimat Pendahuluan sebagai berikut: 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya bangsa Indonesia untuk 

pertama kalinya berhasil menyelenggarakan helatan akbar pesta demokrasi 

Pemilihan Kepala Daerah ("Pilkada") di seluruh Indonesia secara serentak di 

37 (tiga puluh tujuh) provinsi serta 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota 

dengan relatif aman dan damai, termasuk diantaranya Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan 33 (tiga puluh tiga 

Kabupaten/Kota, 455 (empat ratus lima puluh lima) Kecamatan, 6.110 (enam 

ribu seratus sepuluh) Kelurahan/Desa dan 25.223 (dua puluh lima ribu dua 

ratus dua puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kita doakan bersama 

semoga para pemimpin yang terpilih dapat mengemban amanah yang 

diberikan dan memenuhi janji-janjinya untuk sebesar-besarnya kemajuan dan 

kemakmuran rakyat. Amin. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ("Pilgub Sumatera Utara 

Tahun 2024") yang diikuti dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Utara ("Pasion"), Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sumatera Utara (" KPU Provinsi Sumatera Utara") (in casu Termohon) melalui 

Keputusan Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

("Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024") telah 

menetapkan Pihak Terkait sebagai Paslon terpilih dalam Pilgub Sumatera Utara 

Tahun 2024 dengan memperoleh 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh 
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lima ribu enam ratus sebelas) suara atau sebesar 64,47%, mengungguli 

Pemohon yang memperoleh 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus 

sebelas) suara atau sebesar 35,53%, dimana selisih suaranya adalah sebesar 

1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara atau 

sekitar 29 %. 

Tingginya jumlah suara yang didulang oleh salah satu pasangan calon dalam 

suatu kontestasi pemilihan umum, tentunya tidak bisa dimaknai secara 

tunggal sebagai kemenangan dari pasangan calon itu saja, melainkan juga 

hams dimaknai sebagai sebuah kemenangan dari seluruh masyarakat 

Sumatera Utara yang telah memberikan hak suaranya secara demokratis 

kepada calon pimpinan kepala daerah yang mereka percayai untuk 

mengemban amanah selaku pemangku jabatan Gubernur untuk periode lima 

tahun ke depan. 

Jumlah perolehan suara yang melebihi 64% (enam puluh empat persen) dari 

total suara sah tersebut juga sekaligus menunjukkan besarnya kepercayaan 

dari mayoritas masyarakat Sumatera Utara untuk memberikan amanat 

kepada Pihak Terkait sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang diharapkan 

dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warga Sumatera Utara untuk 

periode lima tahun ke depan. Hal mana merupakan suara masyarakat basil 

demokrasi yang harus dihargai, bukan justru menuduh semua orang 

melakukan pelanggaran dan dianggap tidak benar. 

Dalam konteks ini, sangat diperlukan kesadaran yang tinggi serta pemahaman 

bersama untuk terus menjaga agar jangan sampai setelah kemenangan 

masyarakat itu diperoleh, lalu atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan 

pihak-pihak tertentu, kemudian terjadi upaya-upaya delegitimasi dan 

mendiskreditkan Pasion terpilih dengan alasan-alasan yang tidak berdasar 

dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Apabila kita mencermati secara seksama Permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon a quo, kiranya tampak terdapat upaya-upaya yang tidak 

berlandaskan hukum untuk menegasikan jumlah suara mayoritas masyarakat 
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9. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum a tau legal standing dalam mengajukan

permohonan a quo.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel) 

dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya 

Permohonan serta adanya pertentangan antar petitum Permohonan yang 

diajukan, dengan dasar argumentasi sebagai berikut: 

I. Permohonan a quo Tidak Memuat Penjelasan Mengenai 

Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang Ditetapkan Oleh 

Termohon 

1.1. Bahwa Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 3/2024 mengatur 

alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya wajib 

memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan 

suara yang ditetapkan oleh Termohon; 

1.2. Bahwa dalam posita Permohonan a quo, Pemohon hanya 

menguraikan hal-hal yang dipersoalkan sebagai berikut: 

a) Rendahnya partisipasi pemilih;

b) Politik uang;

c) Netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur;

d) Mobilisasi dan intimidasi pemilih;

e) Keberpihakan KPPS, dan;

f) Pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan

suara.

1.3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam 

Permohonannya justru mengarah pada kategori 

"pelanggaran pemilihan", bukan "perselisihan hasil 

pemilihan" atau setidak-tidaknya dugaan kesalahan­

kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan 
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penghitungan atau penetapan suara hasil Pilgub Sumatera 

Utara Tahun 2024; 

1.4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya justru tidak 

menjelaskan pada bagian mana Termohon telah salah dalam 

melaksanakan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon 

justru sekonyong-konyong mendalilkan terjadinya 

penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari 

jumlah Surat Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua 

juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh 

tiga) suara (vide Butir 3.9 dan 3.10 hlm. 16-17 Permohonan) 

yang tidak ada kaitan dan kausalitasnya dengan politik 

uang, netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, 

mobilisasi dan intimidasi pemilih, keberpihakan KPPS 

maupun pelanggaran kampanye dan pelaksanaan 

pemungutan suara. Demikian halnya Pemohon tidak 

menjelaskan sama sekali dasar klaim bahwa seluruh Surat 

Suara Tidak Terpakai merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 

2 (in casu Pemohon); 

1.5. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait berkeyakinan bahwa 

Permohonan Pemohon tidak mengandung kejelasan atas 

kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh 

Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 

huruf b angka 4 PMK 3/2024; 

2. Permohonan a quo Tidak Jelas dan Tidak Konsisten Dalam

Mendalilkan Berapa Suara Sah dalam Pilgub Sumatera Utara

Tahun 2024

2 .1. Bahwa Permohonan a quo juga tidak jelas dan tidak konsisten 

dalam mendalilkan berapa jumlah suara sah dalam Pilgub 

Sumatera Utara Tahun 2024. Dimana pada Bagian III huruf f 

halaman 9 Permohonan a quo Pemohon mendalilkan jumlah 
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5.645.922 (lima juta enam ratus empat puluh lima 

ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara, maka 

perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara 

terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 5.645.922 suara 

(total suara sah) = 28.230 (dua puluh delapan ribu dua 

ratus tiga puluh) suara; 

- Sedangkan, jika suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah

sebesar 5.654.922 (lima juta enam ratus lima puluh

empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara, maka

perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 5.654.922 suara

(total suara sah) = 28.274 (dua puluh delapan ribu dua

ratus tujuh puluh empat) suara;

2.4. Bahwa hal ini menjadi semakin rancu mengingat dalam butir 

4 petitum Permohonannya menentukan bahwa surat suara 

sah hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar 

8.541. 768 (delapan juga lima ratus empat puluh satu ribu 

tujuh ratus enam puluh delapan) suara dengan memasukkan 

jumlah Surat Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua 

juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh 

tiga) suara yang diklaim sebagai pemilih Pasion Nomor Urut 

2 (in casu Pemohon). Dimana penghitungan tersebut sangat 

ilussoir mengingat terhadap Surat Suara Tidak Terpakai tidak 

dapat dihitung sebagai suara sah dalam pemilihan; 

3. Penambahan Suara Yang Didalilkan Pemohon Tidak Jelas dan

Terjadi Double Counting (Penghitungan Ganda)

3.1. Bahwa pada butir 4 petitum Permohonannya, Pemohon 

meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah bagi 
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Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten 

Asahan, Pemohon mengakui adanya statistik dalam tabel 

yang disajikannya pada bu tir 3. 9 halaman 16-17 Permohonan 

dimana perolehan suara Pihak Terkait unggul dengan 

memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan 

ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara 

yang diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 

(lima ratus sembilan belas ribu tiga belas) suara. Sehingga 

tidak jelas bagaimana Pemohon bisa mengklaim bahwa 

seluruh sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 2.367.833 

(dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga 

puluh tiga) suara merupakan pemilih Pasion Nomor Urut 2 (in 

casu Pemohon); 

3.3. Bahwa selain itu dalam penambahan suara dari surat suara 

tidak terpakai sebagaimana didalilkan pada butir 3.9 dan 3.10 

Permohonannya juga terdapat penghitungan ganda (double 

counting) yang mengakibatkan tidak jelasnya berapa 

sebenarnya surat suara yang diklaim sebagai milik Pemohon. 

Dimana Pemohon mendalilkan suara yang diperoleh 

Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, 

Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai 

Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten 

Asahan dengan penghitungan pemilih yang tidak hadir 

ditambah perolehan suara sah Pemohon, yaitu (2.886.846 +

2.009.311) = 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan 

puluh enam ribu seratus Zima puluh tujuh) suara. Padahal 

angka 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) 

suara merupakan suara sah berdasar penetapan Termohon di 

wilayah pemilihan seluruh Sumatera Utara yang telah 

memperhitungkan suara sah Pasion 2 di 5 Kabupaten di 

atas sebanyak 519.013 suara. Sedangkan angka 2.886.846 

suara adalah penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak 

Terpakai di masing-masing Kab/Kota tersebut ditambah 
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dengan suara sah berdasar D Hasil di Kab./Kota Medan, Deli 

Serdang, Binjai, Langkat (Kee. Kuala & Kee. Selesai) dan 

Asahan (Kee. Tinggi Raja) dengan menambahkan lagi suara 

sah Pasion 2 di 5 Kabupaten tersebut yang berjumlah 

519.013 suara. Jadi angka 519.013 telah dijumlahkan dua 

kali di dalam angka 2.009.311 dan 2.886.846; 

3.4. Bahwa tidak jelasnya angka-angka penghitungan 

penambahan suara Pemohon semakin terlihat dari 

ketidakeoeokan jumlah seluruh surat suara (DPT+ 2,5% Suara 

Cadangan) di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat 

(Kee. Kuala & Kee. Selesai) dan Asahan (Kee. Tinggi Raja) 

sebagaimana tabel yang disajikan pada butir 3.9 

Permohonan. Dimana jumlah seluruh surat suara (DPT dan 

2,5% Suara Cadangan) dalam tabel tersebut adalah: 

Kota Medan (1,843,317 suara) + Deli Serdang (1,480,732 

suara) + Binjai (225,477 suara) + Langkat (Kee. Kuala) 

(32,286 suara) + Langkat (Kee. Selesai) (56,147 suara) + 

Asahan (Kee. Tinggi Raja) (15,013 suara) = 3.652.972

(tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan 

ratus tujuh puluh dua) suara. 

3.5. Adapun bila pemilih Pasion Nomor Urut 2 (in casu Pemohon) 

ditambah Surat Suara Tidak Terpakai yang diklaim memilih 

Pemohon menjadi 2.886.846 (dua juta delapan ratus delapan 

puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara 

dimasukkan sebagai komponen penghitungan seluruh jumlah 

suara di wilayah dimaksud (DPT + 2,5% Suara Cadangan) 

dengan ditambahkan suara yang diperoleh Pihak Terkait 

(715.997 suara) dan Surat Suara Tidak Sah (46.452), maka 

hasilnya adalah 3.649.295 (tiga juta enam ratus empat 

puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima) suara, 

TIDAK SINKRON dengan total suara (DPT + 2,5% Suara 

Cadangan) di wilayah tersebut yang berjumlah 3.652.972
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Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten 

Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan 

sebagaimana tabel yang disajikannya pada butir 3.9 halaman 16-17 

Permohonan, terbukti perolehan suara Pihak Terkait justru unggul 

dengan memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan 

ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara yang 

diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 (lima ratus 

sembilan belas ribu tiga belas) suara, selain terdapat suara tidak 

sah berjumlah 46.452 (empat puluh enam ribu empat ratus lima 

puluh dua) suara. Terlebih berdasarkan hasil survei yang terpotret 

dari 3 (tiga) lembaga survei, yaitu Indikator Politik Indonesia, 

Litbang Kompas dan Katadata Insight Center (KIC), diperoleh fakta 

bahwa penduduk Sumatera Utara lebih memilih Pihak Terkait (vide 

Bukti PT-38 s.d. PT-40), sehingga secara probabilitas Pihak Terkait 

berpotensi mendapatkan suara yang lebih besar daripada Pemohon 

bila seluruh pemilik suara yang tercantum dalam DPT 

menggunakan suaranya; 

16. Bahwa pada faktanya setelah PSS dan PSL selesai dilaksanakan di

116 (seratus enam belas) TPS, ternyata Pihak Terkait tetap

mendapatkan suara yang lebih tinggi, yakni 10.540 suara

dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7.316

suara (Bukti PT-71 s.d. PT-186). Adapun secara keseluruhan Pihak

Terkait tetap memenangkan hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun

2024 berdasarkan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495

Tahun 2024 dengan total perolehan suara sebanyak 3.645.611 (tiga

juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara;

17. Bahwa illusoir dan tidak logisnya klaim Pemohon yang menyatakan

jumlah surat suara tidak terpakai sebagai Pemilih Pasion 2

(Pemohon) diterangkan pula oleh Ahli Statistika Prof. Dr. Ir.

Khairil Anwar Notodiputro, MS (Guru Besar pada Sekolah Sains

Data, Matematika, dan Informatika, Program Studi Statistika dan

Sains Data, IPB University (Bukti PT-18 7a) yang pada intinya

48 



menyatakan asumsi pemohon bahwa semua sisa surat suara akan 

memilih pasangan nomor urut 2 sangat kecil kemungkinannya 

(probability) untuk terjadi dan dari segi ilmu peluang (probability 

theory) asumsi tersebut memiliki peluang yang amat kecil 

(mendekati nol) untuk terjadi. Dimana berdasarkan logika dan 

hasil simulasi dengan berbagai skenario maka pengulangan pilkada 

akan menyimpulkan pemenang yang sama, yaitu paslon nomor 1. 

Sehingga pengulangan pilkada, tidak akan memberikan 

keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah, yang ada 

hanyalah akan menimbulkan pemborosan waktu, tenaga dan dana; 

18. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon telah terjadi double

counting (dua kali penghitungan) jumlah suara yang diperoleh

Pemohon dengan penghitungan pemilih yang tidak hadir +

perolehan suara sah Pemohon, yaitu (2.886.846 + 2.009.311) =

4.896.157. Padahal angka 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga

ratus sebelas) suara merupakan suara sah berdasar penetapan

Termohon di wilayah pemilihan seluruh Sumatera Utara yang

telah memperhitungkan suara sah Pasion 2 di 5 Kabupaten di

atas sebanyak 519.013 suara. Sedangkan angka 2.886.846 suara

adalah penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai di

masing-masing Kab/Kota tersebut ditambah dengan suara sah

berdasar D Hasil di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat

(Kee. Kuala & Kee. Selesai) dan Asahan (Kee. Tinggi Raja) dengan

menambahkan lagi suara sah Pasion 2 di 5 Kabupaten tersebut

yang berjumlah 519.013 suara. Jadi angka 519.013 dijumlahkan

dua kali di dalam angka 2.009.311 dan 2.886.846. Dengan adanya

double counting tersebut, juga mengakibatkan berubahnya atau

bertambahnya jumlah DPT, sehingga dalil penghitungan Pemohon

menjadi tidak valid dan selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

C. Tuduhan Terjadinya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif

Merupakan Fitnah Untuk Mendiskreditkan Pihak Terkait
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15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi sebelum masa pemungutan suara sampai hari

pemungutan suara yang mengarah ke Pihak Terkait yang dikatakan

melanggar prinsip LUBER JURDIL, senyatanya adalah dalil tanpa

dasar dan merupakan fitnah belaka untuk mendiskreditkan Pihak

Terkait;

16. Bahwa mencermati Putusan MK No. 79/PHPU.D-XI/2013 atas

Sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

Tahun 2013 (Alex Noerdin/Pihak Terkait (Pasion Petahana) dan

Herman Deru/Pihak Pemohon) yang menjadi esensi ukuran keadilan

substantif dan esensi ukuran kasuistis untuk mengungkap

pelanggaran TSM justru dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana

Alex Noerdin yang lebih rasional dalam mengkondisikan dan

menggerakan keberpihakan Aparatur Sipil Negara/ ASN beserta

perangkat di level kecamatan dan perangkat kelurahan desa hingga

terjadi praktek Money Politik. Sehingga pelanggaran yang bersifat

TSM hanya dapat dilakukan oleh seorang petahana/incumbent in

casu Pemohon sebagaimana keterangan Affidavit Ahli Hukum Tata

Negara Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH (Bukti PT-187b). Dimana

dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 justru Edy Rahmayadi

merupakan petahana/incumbent Gubernur Sumatera Utara

periode 2018-2023. Adapun Pihak Terkait bukan calon gubernur

petahana/incumbent;

17. Bahwa Perno hon pada butir 4 Permohonannya secara tan pa dasar

menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara,

pengawas sampai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat/Pelaksana

Tugas Kepala Daerah yang seolah semuanya mengarah pada Pihak

Terkait. Namun, dalam uraian bentuk pelanggaran yang

dijabarkannya pada butir 4 halaman 17 s/d 22 Permohonan, ternyata

yang dilaporkan tersebut merupakan tuduhan pelanggaran individu

yang tidak berhubungan satu dengan yang lain sehingga tidak

tergambar adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Selain itu
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IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini 

memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan 

Putusan dengan amar sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

1. Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara a quo;

3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, dengan harapan 

Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan mempertimbangkannya. 

Sekian dan terimakasih. 
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